BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

. bahwa berdasarkan resume hasil reviu Peraturan Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bengkayang berbasis akrual oleh Perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Kalimantan Barat dan Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai pedoman dalam
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
dalam Laporan Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual;

Undang-Undang . Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 };

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perautan
Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah
diubah beberapa kali, dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR
30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS
AKRUAL

Pasal 1
Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014
Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 M’p@m W 2015
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PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

NO

URAIAN

PERBUP NO 30 TAHUN 2014

PERUBAHAN PERBUP NO 30
TAHUN 2014

Persediaan

Masih mencantumkan 2 (dua)
metode pengukuran yakni
metode periodik dan metode
perpetual, tidak dijelaskan
secara rinci metode yang
digunakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten
Bengkayang

Menjelaskan metode
pengukuran yang digunakan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang yakni
metode periodic.

Aset Tetap

Tidak menjelaskan secara rinci
terkait  pengakuan dan
pengukuran untuk masing-
masing aset tetap (Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung
dan Bangunan, jalan, Jaringan
dan trigasi, Aset Tetap Lainnya
serta  Konstruksi  Dalam
Pengerjaan).

Menjelaskan terkait pengakuan
dan pengukuran untuk masing-
masing aset tetap (Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung
dan Bangunan, Jalan, Jaringan
dan irigasi, Aset Tetap Lainnya
serta Konstruksi Dalam
Pengerjaan).

Belum menjelaskan terkait
pengakuan dan pengukuran
atas Pengeluaran Setelah
Perolehan Awal Aset Tetap,
Pertukaran  Aset  Tetap,
Renovasi Aset Tetap dan
Penghentian Penggunaan dan
Pelepasan Aset Tetap.

Menjelaskan terkait pengakuan
dan pengukuran atas
Pengeluaran Setelah Perolehan
Awal Aset Tetap, Pertukaran
Aset Tetap, Renovasi Aset Tetap
dan Penghentian Penggunaan
dan Pelepasan Aset Tetap.

Tidak menetapkan secara
jelas metode penyusutan apa
yang akan dipakai oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang

Menetapkan secara jelas
metode penyusutan vang
digunakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkayang
yakni metode garis lurus.

Belum secara jelas
menetapkan batas minimal
nilai kapitalisasi yang dapat
menambah
nilai/memperpanjang masa
manfaat ekonomi

Telah menetapkan batas
minimal nilai kapitalisasi yang
dapat menambah
nilai/memperpanjang masa
manfaat ekonomi

Aset Tak Berwujud

Tidak dijelaskan secara
mencukupi metode
pengukuran nilai amortisasi
pada asset tak berwujud

Telah  menjelaskan  metode
pengukuran nilai amortisasi
pada asset tak berwujud yskni
menggunakan metode garis
lurus serta masa manfaat Aset
Tak Berwujud




Kebijakan Akuntansi

Pendapatan LRA

Dalam pengakuan  untuk
Akuntansi  Pendapatan-LRA
belum menjelaskan terkait
pengklasifikasian terkait
pengakuan pendapatan sesuai
dengan modul Permendagri
Nomor 64 tahun 2014

Daiam pengakuan untuk
Akuntansi Pendapatan-LRA telah
menjelaskan terkait
pengklasifikasian terkait
pengakuan pendapatan sesuai
dengan modul Permendagri
Nomor 64 tahun 2014

Kebijakan Akuntansi

Masih mencakup 3 (tiga )

Pendapatan LO diakui pada saat

Pendapatan-LO pengakuan  Pendapatan-LO | timbuinya Hak atas Pendapatan
{sebelum, Bersamaan dan |dan pada saat realisasi
Sesudah Penerimaan Kas) | penerimaan
yang tidak sesuai dalam
pengakuan pencatatan
Pendapatan -~LO berbasisi
akrual
Dalam pengakuan untuk | Dalam pengakuan untuk
Akuntansi Pendapatan-LO | Akuntansi Pendapatan-LO telah

belum menjelaskan terkait
pengklasifikasian pengakuan

pendapatan sesuai dengan
modul Permendagri Nomor
64 tahun 2014

menjelaskan terkait
pengklasifikasian pengakuan
pendapatan sesuai dengan

modul Permendagri Nomor 64
tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Beban

Belum menyajikan klasifikasi
beban dalam LO menurut
PSAP 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 dan kewenangan atas

Telah menyajian  klasifikasi
beban dalam LO menurut PSAP
12 Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 dan kewenangan
atas beban tersebut

beban tersebut

Masih menyajikan 3 | Pengakuan beban diakui pada
Pengakuan (sebelum, sesudah | saat diterimanya buklti
dan bersamaan | pengeluaran/kwitasni/sejenisnya
dikeluarkannya Kas} yang | untuk pengeluaran yang
tidak sesuai dalam pengakuan | menggunakan mekanisme
berbasis akrual dan belum | UP/GU/TU, sedangkan untuk

menyajikan dasar pengakuan

beban atas pengeluaran
menggunakan mekanisme
UP/GU/TU dan LS.

pengeluaran yang menggunakan
mekanisme LS menggunakan
dokumen tagihan sepert! Berita
Acara Terima 100% dan
Dokumen fainnya

Belum menvyajikan terkait

Beban Dibayar Dimuka

Telah menvyajikan terkait Beban
Dibayar Dimuka
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KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN
1. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Persediaan

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan

persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan.

s Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan
perhitungan Persediaan secara periodik berdasarkan hasil
inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya
relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa
barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda

berharga, dan yang sejenis.

b. Aset Tetap
Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset
tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu :
1) Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan Tanah

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk
dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai



berikut:

(a) berwujud;

(b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

e} diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah
tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan
untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai
aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah
diterimma atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada
saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah
didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa
sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak
Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan
Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL).

Beberapa hal terkait dengan kasus- kasus kepemilikan tanah

dan penyajiannya dalam laporan keuangan yaitu :

- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang
sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.



Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
secara memadal dalam  Catatan atas Laporan
Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan
oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah,
namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas
pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai
bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas
pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan
tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses
pengadilan

Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang
sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah,



maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,
namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui
pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah,
dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca.
Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran,
perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja
modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai
penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-
LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai
aset tetap- tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca, untuk
aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya
seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Pengukuran Tanah

PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset
tetap didasarkan pada nilal wajar pada saat perolehan.
Selanjutnya, PSAP 07 Paragraf 30 menyatakan bahwa:

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya

4



perolehan mencakup harga pembelian atau biaya
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

Perolehan tanah pemerintah yang dilakukan oleh panitia
pengadaan, maka yang termasuk dalam harga perolehan
tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan
belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah

tersebut.

Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas
tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah
perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya
untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah
memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan
tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak
Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya
yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai
biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya
perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut



2)

diperoleh.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

Pengakuan Peralatan dan Mesin

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria

sebagai berikut:

a) berwujud;

b} mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan
akan  diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat
dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin,
tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan
apabila  terdapat bukti = bahwa hak/kepemilikan telah
berpindah, dalam hal ini ditandai dengan adanya berita
acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan

bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.



Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian,
pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya.
Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan
pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai
diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan
peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan
diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin
melalui  hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai
Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-
LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian
kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan

sebagai penambah kewajiban pada neraca.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai
dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset
tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan
mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



3} Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai

Pengakuan Gedung dan Bangunan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria

sebagai berikut:

{a) berwujud;

(b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d} tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

(e} diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas}) bulan, biaya perolehannya
dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di
mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan
bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan
maksud akan diserahkan  kepada  masyarakat, seperti
rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans,
maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai



“Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai

“Persediaan.”

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan
bangunan telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah
serta telah siap dipakai.

Pengakuan Gedung dan Bangunan dilakukan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila
perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan
bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian
gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual
beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang,
maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat
terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran
dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian,
pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan
lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan
dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan
melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun
sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan
gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai
penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas
Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam
Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan
melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal.



Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui
sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca
dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan
melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai

peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan,
biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan
bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan  dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat
perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung
untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu,
Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak
konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan,
dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari
sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat

perolehan.
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4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah
jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih,
instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik,
dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang
diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.
Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan
dalam kelompok Tanah.

Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas] bulan, biaya
perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh
dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan
jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap
dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya
dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola)
maupun melalui kontrak konstruksi.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan
diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan,
dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam
rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran,

perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan
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5)

diakui sebagai belanja modal.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya
perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,
irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi
biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut

siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh
melalut kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak,
kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang
dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat peroichan.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.”

Yang termasuk dalam Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak
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kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset
Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang
bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang
bukan miliknya.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada
saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh
entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas
aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin
Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah sebagai berikut:

e Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan
manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya
perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan
kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila
renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah
manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban
Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke
dalam Aset Tetap Lainnya.

e Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari
satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya
renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi,
sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi
kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran
tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun
berjalan.

13



e Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut
material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas,
maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset
Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi
dianggap sebagai Beban Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi,
pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain
seperti hibah/donasi.

Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui
sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi
Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian
dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap
Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui
sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan
sebagai pendapatan-LO.

Pengukuran Aset tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui
swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan
dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak
dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap
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6)

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset- aset yang
sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam
Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya, yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu

dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
konstruksi.  Perolehan aset dengan  swakelola atau
dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang
dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset.
Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang
dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola
pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan
kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan
tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan
untuk mendapatkan aset.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan sebagai KDP jika:
e besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan dipercleh;
s biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
¢ aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
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Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik
proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat
diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah
dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai
KDP aset yang bersangkutan.

Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
Jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan
konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa
sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan
penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu
KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut
telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat
diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset
tetap yang bersangkutan.

Penghentian Kosntruksi Dalam Pengerjaan

KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena
ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun
kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa
penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila
suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara
waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam
neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila
pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan
pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP

tersebut harus dikelunarkan dari neraca, dan kejadian ini
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diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pengukuran

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya
perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan
dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara
swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola,
maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya
perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung
yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan,
meliputi biaya bahan baku, wupah tenaga Kkerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan
yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan
pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur
berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak
memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan
untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu
kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP
tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 22 meliputi: (1)
termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang
masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada

17



tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada
kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan
kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya
dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat
penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah
nilai KDP.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK). Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah
sebagai berikut:

e Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

» Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi
dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka
aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan
dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

= Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan
memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

» Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset
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bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

* Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi
manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain
nilai  sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah
digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus
tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip- prinsip yang
sama seperti aset tetap lainnya.

* Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset tetap
dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi
aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang
tertera pada dokumen bukti pendukung.

» Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila
terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali,
maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian
pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

7) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemda masih melakukan pengeluaran-
pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa Dhiaya
pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.
Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu
tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang
direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu
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produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan
pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan
pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu
tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan
kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan

(revenue expenditure}.

Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai
pengeluaran modal (capital expenditure) atau sebagai
pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan
terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah
pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik
di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (expense /

revenue expenditure).

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar
jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang
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8)

dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian
utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan
aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut.
Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan
aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan = penggantian
utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana
biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara
mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap

yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pada
LO sehingga tidak disajikan dalam neraca {on face). Transaksi
tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah/Laporan
Barang Milik Daerah.

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang
karena bentuknya atau lokasi penggunaannya  memiliki
risikc  penurunan nilai dan/atau kuantitas  yang
mengakibatkan ketidakpastian perclehan potensi ekonomik
di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan

sebagai beban pemeliharaan biasa (expense).

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap
dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada
ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang
Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut,
pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah
Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah
daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan
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menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-
kurangnya dengan nilai yang seimbang.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran
atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa
atau aset lainnya....”

Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset
tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaan BMD.

Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila
kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan
aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.
Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap
aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK
Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset
tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan

membukukan asset tetap pengganti.

Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset
yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas
atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan.”
Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran
dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang
serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
aset yang dilepas. Apabila terdapat aset lainnya dalam
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pertukaran, misainya kas, maka hal ini mengindikasikan
bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai
yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya
lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas
yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai
Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus
diungkapkan:

¢ Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;

s+ Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;

¢ Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan

¢ Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

Renovasi Aset tetap

Sesuai ketentuan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal
suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Berdasarkan Kketentuan tersebut SKPD dapat melakukan
perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau
dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua
barang milik dalam kelompok aset tetap. Apabila aset tetap
yang dimiliki dan/atau dikuasai SKPD direnovasi dan
memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi
tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan

aset tetap yang bersangkutan.
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Dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi
criteria kapitalisasi dan bukan milik SKPD, maka renovasi
tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah
belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk
mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya,
termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang,
merupakan pengeluaran yang substansinya adalah
kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun
nilainya signifikan

Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri merupakan perbaikan
aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat
kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai
penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai
dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai
dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas
Pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik SKPD
yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu
entitas pelaporan. Renovasi semacam ini, pada satuan kerja
yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai
perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap
tersebut ada pada pihak lain.

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum
tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-
aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset
tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi
tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai
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pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan
dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir
tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan
pada  pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti
peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan
telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut
dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat
dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun
apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi
ini belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi
terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset
Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya.
Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan,
sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan
aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat
dikelompokkan sebagai aset tetap.

Sesuai ketentuan bahwa aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap
tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang
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telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan
dari neraca.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya
karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang
akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas
sesuai dengan Kketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMD.

Pelepasan Aset Tetap atau pemindahtanganan Aset tetap
yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari
neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen
penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada
saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh
entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap
yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan
modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan
penetapan penyertaan modal daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai
buku asset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka
selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan
nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai
surplus/deficit penjualan/pertukaran aset non lancar dan
disajikan pada Laporan Operasional (LO).

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai
pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses
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pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal
daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan
sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah,
atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal
daerah.

Aset Tetap Hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah
diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk
mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga
mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku.
Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset
hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti
rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas
melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset
lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan
ganti rugij).

Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada
perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi
menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak
terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut
direklasifikasi menjadi beban.

Reklasifikasi sebagaimana ketentuan dalam PSAP bahwa aset
tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke
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pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam
akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi
adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang
lain dalam bagan akun standar.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan
sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi
asset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yvang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang pengelolaan BMD.

11) Kebijakan Penyusutan Aset Tetap
a) Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru
diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
b) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis
lurus (straight line method), dengan perhitungan :
Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode =
Masa manfaat
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Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya
perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan
renovasi disajikan pada tabel berikut

P
Renovzg?f Ig?;?zrasi / Penambahan
Overhaul dari Nilai Masa
URAIAN JENIS Perolehan (Diluar %ﬁ%ﬁ;
Penyusutan)
Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Bantu Overhau!l >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Querhaul >0% s.d. 25% 1
Bermotor
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 5.d.100% 4
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul >0% s.d. 25% 0
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s5.d.100% 1
Alat Angkutan Apung Overhaul >0% s.d. 25% 2
Bermotor
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% 5.d.100% 6
Alat Angkutan Apung Tak | Renovasi >0% s.d. 25% 1
Bermotor

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

29




Alat Anglkutan Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 3

Udara
>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d.100% 12

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4

Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0
»25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Pertanian

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1
>21% s.d 40% 2
>51% s.d 75% 5

Alat Kantor dan Rumah >0% s.d. 25% 0

Tangga

Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 5.d.100% 3

Alat Studio, Komunikasi dan Overhaul >0% s.d. 25% 1

Pemancar

Alat Studio >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
»>75% s.d.100% 3

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
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Perajatan Pemancar

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

bW

Peralatan Komunikasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s5.d.100%

O ~3] i o

Alat Kedokteran dan

iAlat Kedokteran

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>»50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Wi =o

iAlat Kesehatan Umum

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

W=D

Alat laboratorium

Unit Alat laboratorium

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

»75% 8.d.100%

Bl WN

[Unit Alat laboratorium Kimia

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Qo =~ | W

Alat Laboratorium Fisika

Kverhaul

>0% s.d. 25%

»25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Qo ~J | L

Alat Proteksi radiasi / Proteksi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

(LIRS TE R

Radiation Application & Non

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

b N
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iAlat laboratorium Lingkungan

Overhaul

>0% s.d. 25%

»>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Pl W N~

Peralatan Laboratorium

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat laboratorium

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

i n| B N oo ~3] L e

Alat Persenjataan

Senjata Api

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

»50% s.d 75%

>75% s.d.100%

B WEN =

Persenjataan Non Senjata Api

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

e e A==

Alat Khusus Kepolisian

\Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

N B =] —

Komputer

Komputer Unit

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

=75% s.d4.100%

NN =] =

[Peralatan Komputer

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

B RO i) pa

Alat Eksplorasi

Alat Eksplorasi Topografi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

WM~

32



Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Peraga
Alat Peraga Pelatihan dan Overhaul >0% s.d. 25% 2
Percontohan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5
Peralatan Proses / Produksi
Unit Peralatan Proses / Overhaul >0% s.d. 25% 2
Produksi
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% <}
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu
Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 1
Darat
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 1
Udara
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 1
Laut
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Olah Raga
Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 25% S
Kerja
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 50
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Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 30% 5
Tinggal
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Monumen
Candi/ Tugu Peringatan / Renovasi >0% s.d. 30% 5
Prasasti
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara Renovasi >0% s.d. 30% 5
Perambuan
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti
Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi »0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengairan Pasang Renovasi >0% s.d. 5% 2
Surut
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Rawa dan Polder
>5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sungai/Pantai &
Penanggulangan Bencana
alam
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
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Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sumber air dan Tanah
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih/Air Renovasi >0% s.d. 30% 5
Baku
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor Renovasi >(% s.d. 30% 2
»30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Sampah
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5]
Instalasi Pengolahan Bahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Bangunan
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
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Jaringan
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 1
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 1
Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 1
Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 1
Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 2
ASET TETAP DALAM RENOVASI
[Peralatan dan Mesin dalam Overhaul >0% s.d. 100% 2
Gedung dan bangunan dalam |[Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 1
Jaringan Irigasi dan Jaringan  [Renovasi >0% s.d. 100% 5

12) Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap
> Batasan nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang
dapat menambah nilai/memperpanjang masa manfaat
ekonomi yang diperoleh setelah perolehan awal suatu asset
tetap untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) untuk gedung dan bangunan
sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiahj.
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c.

Aset Tidak Berwujud

Pengukuran

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas

Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang

dialokasikan secara sistematis

manfaatnya.

dan rasional selama masa

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menghitung amortisasi

dengan metode garis lurus,

Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat

Software

5 Tahun
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2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan
kedalam beberapa alternative :

1.

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan
adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan
tersebut terdapat jumlah unang yang harus diserahkan kepada
pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA
diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang

didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak
berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan
pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah
sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan
penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika
wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada

saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk

memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
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Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk
selanjutnya dilakukan penetapan Pendapatan LRA diakui ketika
diterima pemerintah daerah.

. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada
penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka
pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima
oleh Pemerintah Daerah.
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3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber
pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal
dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing
pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengakui Pendapatan-LO pada
saat :

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan
perundang- undangan dan sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat
timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum.

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana
bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang

40



b)

menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang
menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.

Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang
mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang
berkenaan.

Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran
oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah
ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang
tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan
direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat
diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan
kedalam beberapa alternative :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan

adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan
tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada
pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO
ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment} dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak
berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan
pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah
sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan
penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika
wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat
pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan
surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam
pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan
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surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang
pendapatan LO.

. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika
periode yang bersangkutan telah terlalui.

. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment] dan pembayarannya diterima di muka untuk
memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk
selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah
diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.

. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada
penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka
pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima
oleh Pemerintah Daerah.
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4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban
subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban
hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah
klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban

tersebut:

BEBAN KEWENANGAN .
' Beban Operasi-LO - o B
‘ Beban Pegawai | SKPD '
Beban Barang_ dan Jasa - | SKPD !
Beban Bl{nga ) ) " PPKD
Beban Subsidi i | PPKD |
Beban Hibah ' | PPKD&SKPD |
Beban Bantuan Sosial | PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi | SKPD |
Beban Penyisihan Piutang SKPD
Beban Lain-Lain . SKPD
Beban Transfer . R
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | PPKD i
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD I
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus : | PPKD
Defisit Non Operasional ' PPKD .
Beban Luar Biasa . | PPKD . .
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Pengakuan

Berdasarkan Kkriteria pengakuan Beban maka Kebijakan Akuntansi
untuk pengakuan beban yakni diakui pada saat diterimanya Bukti
pengeluaran / kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang
menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran
yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen
tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah

terima lainnya yang sejenis

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban
daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan,
pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran
kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka

(akun neraca).

Pj.\BUPATI BENGKAYANG.

TTD

MOSES AHIE
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Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut,
dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya

dan daftar barang yang kami perlukan terlampir)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH RAB PERMINTAAN PENAWARAN

TIM PENGELOLA KEGIATAN

Kegiatan:

Pekerjaan

........................................

Tahun Anggaran T AT R TR Sinbmms

No. Jenis Barang/Bahan Volume / Satuan
1

2.

3.

4,

S.

6.

7.

8.

9.

KETUA,

SessssssssesRRsIRREEe

Pj. BUPATI BENGKAYANG
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA
FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama e rereraerereeeeaes
Pekerjaan L eeerereerieaaaa
Alamat PPN
Telepon/ Hp D eteeteereeeneaeaaaaaas
No. Identitas D e raae

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
kontrak ;

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/I;

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4, Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam

proses pengadaan ini;

5.8aya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang

dihentikan;
6. Data-data saya adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi

1. Nama D et eeeietierececanaienaanes
2. Pekerjaan L eeeeeereeeeeaeraeaeeanas
3. Alamat Rumah D eeesresennnsnransararnnnnnn

No. Telepon D et
No. Fax L e

4. Alamat Kantor D ererererereneneeeniaaaaaas
No. Telepon D eeeereeeniiceceeeaaaaas
5. Nomor Identitas (KTP/SIM /Paspor) e reieaiaans




B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat izin Usaha Y e ——————
2. Masa berlaku izin usaha S evetes S TS
3. Instansi pemberi izin usaha T eI GRS

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
TTD
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG /JASA DI DESA

CONTOH FAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R m———

NoIdERtiEsKTPSIM) ¢ . ovncmmmmsmesissons

Jabatan T .

Bertindak untuk < R

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk
Paket PekeriBam. wserancousmevansesannennss dengan ini menyatakan bahwa saya:

1.

Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kab. Bengkayang dan/atau

Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di
dalam proses pengadaan ini;

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Apabila Melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana.

....................................

Materai 6000

----- Sssssssesssssssnses

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL NOPEMBER 2615

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH SURAT PENAWARAN
(KOP SURAT REKANAN)

Alamat: Jalan .................... Telepon: .....cccoecee.. Kode Pos ..........

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ........

Tempat
Nomor SN
Lampiran : 1 (satu} berkas
Perihal : Pengadaan ....... crescesnsesares

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya
(Toko/UD/CV/PT) milik kami dapat dipercayakan untuk
melaksanakan paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Material

.................... Pada Pemerintahan Desa ................. Kecamatan
.......................... Kabupaten Bengkayang.

Dengan harga sebesar TRp.

Terbilang Do, Rupiah )

Jangka waktu pelaksanaan :...... (cermrcrnnenns ) hari kerja

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan :
1. Daftar Kuantitas dan harga (RAB)

2. Formulir Isian Kualifikasi



Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh
kami.

Demikian di sampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami

menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan
yang berlaku.

Hormat kami,

................. essssssssses

Pj. BUPATI BENGKAYANG
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR i TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH RAB PENAWARAN

FORMULIR PENAWARAN BARANG/JASA
RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan: : Pemberdayaan ADD Desa ...............
Pekerjaan TR ——

Tahun Anggaran S emamm e ———

No Jenis Pekerjaan Volume/ Harga Jumlah Harga
Yang Di Kerjakan Satuan Satuan (Rp)
(meter, (Rp)
unit, btg,
kg)
1
2
3
4
S
6
7
8
9
PPN10% | | | eesessessesssessseesssaseses
Jumlah = | | essessssssssssssasssssssssss
Dibulatkan = | || eeeecessessensesnanes
TEIDIADE | ... oo roncorennoomormssbumpombbnibnrbbsesiisaissibes s RS RAT AR AR AT TP RO ANE
Rekanan

PPeRseeRRIRIRIRREERRS

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG :PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA [ EA XS IR RETNNNRRERN 7}
Alamat : ............... NG ... KodeDesa : .....cooovvueneennnnn..

NOMOR i
Pada hari ini ............... tanggal ..., bulan
.......................... tahun .........................., kami yang bertanda tangan di
bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. Tahun Anggaran
................ , setelah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan

SedEsasB U ddebddbdtbobbudrbbndne

1. Nama Perusahaan/Rekanan : ............ccoviiniinaen.s
Alamat T eiteeeereneeeeecneareeeenenens
Harga Penawaran D e (ool )
Harga Negosiasi D e (coreemraiieieees )
2. Nama Perusahaan/Rekanan : ........c....cocociiiiiiinnnn
Alamat S eererareeeeeeaeaeeeaiaa
Harga Penawaran O P )
Harga Negosiasi D reerecerraaraeeeaas PO )

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai
pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan D ereereteeeeeereeaeinesiianerannens
Alamat L e rearerenneieaeianeraa
Harga Negosiasi  : ....cocoviiiviiiininnininnnnean,

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan
menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai

ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.
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Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari
bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan

dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

MASING MASING PIHAK :

Menyetujui : Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

------------------------------------

L YY)

Pj. BURATI BENGKAYANG
TTD

MOSES AHIE

11-


PC
Typewritten text
TTD


LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR  : TAHUN 2015

TANGGAL  : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH DAFTAR HADIR NEGOSIASI

Daftar Hadir f aesmamsiE e
Tanggal E escsosma

Jam S s

Acara : Negosiasi Harga

Tempat : Kantor Desa ..........cccocuune..

No Nama Jabatan Tanda Tangan

Lo | sosmeermsammmunnse Betua TPE = | sssssmamnnassansnmsmsieis
Do | cosmmsmsrenenvenanes | siopsessessevanisuny 00 | Sesssssessuesvsess e s s nesnisass
K T R O T

......................

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH SURAT PERJANJIAN

SURAT PERINTAH KERJA AN
(SPK) L e
'x'{‘r’:‘.\‘:
R KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN ...
KANTOR PEMERINTAH DESA ..............
NOMOR DAN TANGGAL SPK
Nomor ...
Tanggal : ..ciciicniie e,
PEKERJAAN SURAT PENAWARAN
NOmMOr & oo,
........................................ Tanggal
KODE REKENING BELANJA BERITA ACARA NEGOISASI
...................................... Nomor
Tanggal : .cveeverrvernrrrcrernn,
SUMBER DANA :APBDES ..o
NOMOR D i etrieseeau it eara e et
TANGGAL N
WAKTU PELAKSANAAN L et s raaaa e (O ) hari kalender
NILAI PEKERJAAN D eieeesereniesiaieiinsnnenreasnaans
NO. JENIS BARANG/BAHAN KUANTITAS HARGA JUMLAH
SATUAN {Rp)
(Rp)
Jumlah termasuk pajak PPN 10% Rp. i,
{terbilang]
INSTRUEKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASBA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah

penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima
secara memuaskan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika
pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar
171000 {satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk
kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang dan Jasa berkewsjiban untuk mematuhi Standar
Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
...................................... TIM PENGELOLA KEGIATAN
Ketua,

13-




STANDAR EETENTUAN DAK SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

10.

LINGKUP PEKERJAAN
Pgnyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan,interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara TPK dengan Penyedia
seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia
bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

HARGA SPK

a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya cverhead serta biaya
asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

¢. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kunatitas dan harga (
untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lnmpsump )

HAK KEPEMILIKAN

TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta
olehTPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK,
dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika
tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembaliken dalam
keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian
keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada
Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh
TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat muatu selama 6 (enam)
bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN

Penyedia  berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak.

Waktu pelaksanaan 8PK adalah sejak tanggal mulai kerja.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan

. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

pogp

ASURANSI
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK ditandatangani sampai dengan tanggal
selesainya pemeliharaan untuk:

1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;

3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
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11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atsu tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat TPK) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan tanggal penandatanganan berita cara penyerahan akhir :

1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan personil

2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;

3) Kehilangan atau keruskan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga.

b. Terrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara
pen yerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan dan
perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olep penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil
Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau
diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau keruskan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN
Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat
Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebagai peristiwa kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Pemeiksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan
atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena Kkesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan
dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka TPK
dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika
Tanggal penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua
pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekrjaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.

17. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apebila disetujui oleh para pihak, meliputi :
1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam
SPK schingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;
2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan.
¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan
SPK.
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18. PERISTIWA KOMPENSASI

19.

20.

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ;

3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan cieh TPK;

8) Ketentuan lain dalam SPK.

. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan

penyelesaian pekerjaan maka TPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangnan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktiken kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

. Perpanjagan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data

penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat
dibuktikan perhunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a.

b.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampui Tanggal
Penyclesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyeclesaian
berdasarkan data penunjang. TPK berdasarkan data penunjang dan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjnan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut
mengubah Masa SPK.

TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.

b.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjasn sudah selesai atau terjadi keadaan

Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :

1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia
kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK;

2) Biaya langsung pcmbongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) Biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.

. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemutusan

SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2] Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan} hari dan penghentian
ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh TPK;

6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampui
5% (lima
perseratus) dari harga SPK dan TPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup
menyelesaikan sisa pekerjaan;

7} Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puiuh
delapanjhari;

8) TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

9} Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadsan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.
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21.

22,

23.

24,

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
1) Penyedia membayar denda; dan/atau
2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena TPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka TPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN
a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan ketentuan :
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara
sekaligus];
3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk
bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c) TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada TPK.

d) Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran, TPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.

DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat

wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. TPK
mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai

semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil Desa telah atau akan menerima komisi atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia
menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK
mi.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

mToR Dm SOOI ROIERBPBIIORERS
Jalan ................. NO..ooovenrne. Telp. {0543) ....covevvene. Kode Pos..............

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

NOMOR : ........oiiiieeeceeieeeneens
Pada hari ini ... tanggal ... bulan
..................... Tahun ..., yang bertanda tangan
dibawah ini
I.Nama :....coooiiiiinn, Jabatan : Ketua
22Nama :.oiiiiiiiinenene. Jabatan : Sekretaris
3. Nama ..o, Jabatan : Anggota
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa .................. Nomor :
................... tanggal ................... Selaku Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan dan telah memeriksa Barang/ Pekerjaan dengan teliti
sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh : ....................

Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut :
a. Baik

b. Kurang / Tidak baik.
Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan
diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang
tidak baik telah kami beri tanda X.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk

dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rekanan, PANITIA PENERIMA HASIL
...................... PEKERJAAN
1. Nama : SesaEsresRa TR

Jabatan : Ketua

2. Nama 5 e R
.............. jabatan : Sekretaris
3. Nama 3 wersusennsuna s

Jabatan : Anggota

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KANTOR DESA X FS NN LN L LR 2 0228
Jalan.......ccnerinnanes No...coccceeee Telp. (0543) .......e.cun. Kode Pos..............

NOMOR : ..ot
Pada hari ini ...l tanggal ......... e, bulan
..................... Tahun  ...ccociieiniciiienn, yang bertanda tangan
dibawah ini
1.Nama : ....coovvvniamnnnnns Jabatan: Ketua
2.Nama:..oooorviveeinnnnnnn. Jabatan: Sekretaris
3.Nama:.cooeeirirninninnen. Jabatan: Anggota
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa .................. Nomor :
................... tanggal ........cccc...... Selaku Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dan telah memeriksa Barang/ Pekerjaan dengan teliti
sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh :....................
Berdasarkan Surat Pesanan SPK Nomor : ... tanggal

-----------------------------------

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Terdapat baik sesuai dengan Surat SPK.

b. Kurang / Tidak baik.

Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan
diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang
tidak baik telah kami beri tanda X.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 ( tiga ) rangkap untuk
dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rekanan, PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
1. Nama s AR SR T

Jabatan : Ketua

......................

2 Nama S i tieeeesesesssssenns D i cirrasrerssvrrarsrasesenne
jabatan : Sekretaris
3. Nama Y sEEsnaEse s AR AR e Buii

Jabatan : Anggota

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
TAHUN 2015
NOPEMBER 2015

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA DI DESA

CONTOH DAFTAR NAMA BARANG /PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

DAFTAR NAMA BARANG/PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

No Nama Pekerjaan Volume Tanda Keterangan
barang
L
v Baik dan
Lengkap
Rekanan, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
...................... 1. Nama S v TS g
Jabatan Ketua
D NAMEA  : eeevenennnessssseenss R T,
jabatan Sekretaris
""""""" 3.Nama Burrri
Jabatan Anggota
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN
NOmOY, . cucasummseansesmsarvisessess
Pada bani 101 .o tenEPAl couissieriniiies Bulan ... Tahun
............................ , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I.Nama .,
Jabatan ...
Alamat 3 cesevarensesnssnanensey
dalam hal ini bertindak atas nama .............cceuee. yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
2. Nama T
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat R T T I LTI

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/pekerjaan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/pekerjaan dari PIHAK
KESATU berupa :

No Nama Pekerjaan Banyaknya

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

TIM PENGELOLA KEGIATAN' = ciicicsciscemeesnensessessvosnores
KETUA,

---------------------- sssssssse ssssssssEs s EEsENsREsERERERE RS

Pj. BURATI BENGKAYANG,

TTD
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

NODMOL.: .iusceinsinvisssvusenvsssnsasssvaseosnss
Pada hari ini .......ccccoeiennen. tanggal  iooecunas Bulan o Tahun
............................ , sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : ......
......... Tahun ........., tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa
................ Kecamatan ............... Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami Tim

Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan barang/pekerjaan Kepada
Kepala Desa melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil

Pekerjaan telah menerima barang/pekerjaan ................. berupa :
No Nama Pekerjaan Volume Tanda Keterangan
barang
|
v Baik dan
Lengkap

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA
TIM PENGELOLA PANITIA PENERIMA HASIL
KEGIATAN PEKERJAAN

KETUA, 1. N A A  cerieirrrenvennnnees Yosnmanemsiisssens
Jabatan : Ketua

2. Nama b s RS
jabatan : Sekretaris

3. Nama -2 - I
Jabatan : Anggota

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
TTD

MJSES AHIE
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA

CONTOH SURAT PERJANJIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ...ccovcenvinnens
KANTOR DESA .............
SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR: .......... /SPK/ eouvorn... oo TR
Pada hani ................ Tanggal ................. Bulan .............. Tahun
.......................... kami yang bertanda tangan dibawah ini
Narmna D eeeerereeneiaieaeaees
Jabatan Ketua TPK Desa ................
Alamat l eereereeeeiasiieirene

Selanjutnya dlsebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama D ererrereeeeaeeans

Jabatan D ereiereeareaas

Alamat L rerereerenrraneneanes
Selanjutnya d1sebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya di atas
memerintah PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia melaksanakan

perintah kerja dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan :

. . Harga
No Jenis P‘?keg akan yang Volume Satuan Harga
Dikerjakan (Rp)
(Rp)
) I TN UUUIUUPRTURE IPFUUPPURTUR EOTPTOPRSURUIN PSRRI
Jumlah

PIHAK KESATU dalam jabatan tersebut diatas memberikan pekerjaan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui ikatan kerja sebagai
pelaksana kerja (Pemborong) dengan Kesepakatan Upah Kerja untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut.
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4. Jangka Waktu Pelaksanaan

4.1 Jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan ............
lsssmmmmemspananassve ) hari kalender terhitung mulai tanggal,

4.2 Pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh PIHAK
KEDUA sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama-
sama, selambat-lambatnya tanggal, .............c..cccoeuenl.

S. Harga Upah Kerja dan Cara Pembayaran
5.1 Harga upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan

................................................... di wilayah Desa
............................... berdasarkan hasil negosiasi ditetapkan
sebesar Rp. .....cccvvvininininnnn. (e ).

5.2 Cara pembayaran/ upah kerja secara sekaligus (borongan) atau
setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dengan
ketentuan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan terkait dengan upah yang
dibayarkan melalui Bendahara Desa............cccovvvuinnnnn.

6. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan

6.1 PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan serta mengikuti
petunjuk teknis dari pengawas lapangan (mandor).

6.2 Alat dan bahan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA.
Surat Perintah Kerja ini berlaku selama yang menerima pekerjaan

melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dan hasil pekerjaan
diserah terima oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan baik.

Demikian Surat Perintah Kerja untuk Upah Kerja ini dibuat dan berlaku
sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
........................................... TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

...............................................................

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

26 -


PC
Typewritten text
TTD


LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR  : TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH KONTRAK

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Alamat:Jalan ........cccocvvieinninnnns Kode Desa

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : / / SPK /
TANGGAL

Pada hari ini .............. tanggal ............... bulan ........... tahun ............... Kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
1 Nama D errreererereerarainaeas

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Alamat D ereerreesaseeaeeeaes

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama = = [ ccveeeeriiiineneee

Jabatan = 1 e

Alamat = 1 e

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.
Pagal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia,
setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

1. Jenis pekerjaan  : ......occcoiiniiniene
2. Lokasi pekerjaan : .......coiiieeinns

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN
Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II sebesar :

NO. 8 BANYARNYA GA JUMLAH (Rp.}

YANG DIKERJAEAN SATUAN (Rp-)

Jumlah | Rp
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Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 Surat
Perjanjian ini adalah selama .................. PO ) hari kalender sejak
Tanggal .......c.ccovvenevnnns dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan
diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat

Pasal 4
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% ({seratus perseratus), penyedia barang
mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola
Kegiatan.

2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang.
Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.

3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak
sesuai dan lain sebagainya, maka pihak kedua bersedia untuk memperbaiki
sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokumen penunjukan

Langsung.
Pasal S5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah
penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang
dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima

Barang.
2. Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ................ untuk Belanja Modal
Pengadaan ..............cooeins kode rekening belanja ...l secara

cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar RpP...cccscessescecsrnnee |
.............................. ) dikurangi pajak sesuai ketentuan Pemerintah.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :
a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh penyedia barang.
c. Menangguhkan pembayaran.
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d.

€.

f.

Mengenakan denda keterlambatan.
Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
Memberikan instruksi sesuai jadwal.

2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut :

a.
b.

C.

Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.

Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada).

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola
Kegiatan.

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam SPK.

Pasal 7

SANKSI DAN DENDA

. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang

karena telah melakukan cidera janji.

. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan adalah 1 /1000 (satu perseribu) dari nilai SPK atau
bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.

Pagal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE])

a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di

luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di
dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari
Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi
Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara,
pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan
keterlambatan penyerahan pekerjaan.

b. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib

memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 {empat belas) hari kalender terhitung sejak
terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang /
berwajib.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas
penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut
kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan
dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.

Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana

dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan
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dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang
dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan
pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 {tujuh] hari kalender terhitung sejak
diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban
mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di
atas Tim Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap
permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia
barang, maka Tim Pengelola Kegiatan dianggap telah memberikan
persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (force
majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan wajib membayar
pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada
penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi,
kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung

maupun pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya

akan diselesaikan secara musyawarah.

. Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka
kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum
yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah
pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah BENGKAYANG.
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Pasal 11

KETENTUAN
LAIN - LAIN

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja
ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat 4 (empat ) rangkap terdiri dari 2 (dua) ashi
bermaterai dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak yang

berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat dan ditandatangani pada tanggal yang
telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU,
(TOKO/UD/CV.....ocveveenn ) KETUA,

------- R e )

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
TTD

MOSES AHIE
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR - TAHUN 2015

TANGGAL : NOPEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH STEMPEL TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

a. bentuk ukuran dan isi stempel

|
@ ) lcm 2,7cm 3,8cm 4 cm

| |

b. contoh stempel Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
TTD

MOSES AHIE
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LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR = TAHUN 2015
TANGGAL - NOPEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN

BARANG /JASA DI DESA

CONTOH FORM NEGOSIASI

FORM NEGOSIASI

Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
RENCANA ANGGARAN BIAYA HARGA NEGOSIASI
NO. Jenis Barang/Bahan
Volume Satuan Harga Satuan| Harga (Rp) |Harga Satuan) Harga (Rp)
JUMLAH
PPN 10%
JUMLAH KESELURUHAN
DIBULATKAN

Terbilang :

PEMILIK TOKO

.................................................

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

Pj. BUPATI RENGKAYANG
TTD

MOSES AHIE
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